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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

g . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat
(5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Satu Data;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi
Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);


http://kaltimprov.go.id
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentafg Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Ne’Lgara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 17
tentang Pengelolaan Portal Satu D
(Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1745);

Tahun 2017 tentang Jaringa

Tahun 2020
ata Indonesia
Tahun 2020

Informasi

Peraturan Gubernur Kalimantan Tir?ur Nomor 27

Geospasial Daerah Provinsi Kalim

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan
2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

antan Timur
Timur Tahun

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA.




Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.
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‘ BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah }adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernlllr adalah Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

| .. o . .
yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan

Rakyat “dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Perangklat Daerah provinsi adalah unsur pembantu GuJernur dan Dewan
Perwakil‘an Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pem{yangunan Daerah
Provinsi ’Kalimantan Timur.

Sistem ﬂemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutn}%a disingkat SPBE

adalah “penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna

SPBE. |

Instansi ’Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah| nonkementerian,
kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural,
dan lemljaaga pemerintah lainnya.

Instansi |Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah
kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan

perwakil‘an rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Satu Data Kalimantan Timur adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah
Daerah {Jntuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
dapat dibertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan
antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data,
Metadata‘l, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan

Data Indhk.

Data ade!alah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka,

karakterj\ simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau
bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan
suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

|

Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri
khusus ‘suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan,
pengolah;an, penyajian, dan analisis.
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Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk
keperlu‘an yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ma‘tupun masyarakat
yang nqemiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya
menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.

StatistilL Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannyl ditujukan untuk
memem‘ghi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan
tugas-ttllgas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok
instansi] yang bersangkutan.

Statistikl Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, [sosial budaya dan
kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya
dilakuan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat
lainnya.!

Data Geipspasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,

dan/ ata“lu karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada

di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Informasli Geospasial adalah Data Geospasial yang sudaL diolah sehingga
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengampilan keputusan, dan/atau pelaksanaan | kegiatan yang

berhubu‘ngan dengan ruang kebumian.

Informa?i Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang
objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik
di muka\.bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yanirelatif lama yang

penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

Informasi Geospasial Tematik adalah informasi 'geospasial yang
menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada
informas]i geospasial dasar yang penyelenggaraannya| dilakukan oleh
instansi Femerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.

Standar Data adalah standar yang mendasari Data terten?u.

Metadaté adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku
untuk r‘nenggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan
pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. ‘

Interopeﬁabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar
sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Kode Re‘ferensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau
menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan
identitas‘ Data yang bersifat unik.

Data Indluk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis
pemerint:ah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan \dalam Peraturan
PresidenlNomor 39 Tahun 2019 untuk digunakan bersama.

Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar

dengan r?ekanisme sistematis dan terstruktur.
Sistem J‘aringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat
komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung

melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses slecara bersama.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnyaLdisebut Jaringan
IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi
Geospasi:al secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan
berkesin?mbungan serta berdayaguna.

|




29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36

37.

38.

(1)

@

l
Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi

secara ?tomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan

kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang

diperluk‘an.

Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun

selanjut{nya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data
Kalimantan Timur.

Forum ‘Satu Data Kalimantan Timur adalah wadah| komunikasi dan
koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan

Satu Da‘ta Indonesia.

Portal S?tu Data Kalimantan Timur adalah media bagi-pakai Data di tingkat
Kalimantan Timur yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi
informa?i dan komunikasi.

Pembina;1 Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan
pembina“tan terkait data dan/atau Instansi Daerah| yang diberikan
penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur

dalam Pleraturan Gubernur ini.

Walidat% adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh

Produsefl Data, serta menyebarluaskan Data.

Walidata‘ Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan
tugas me‘:mbantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, [pemeriksaan, dan
pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta

menyeb%rluaskan Data.

.Produser‘; Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang

menghas;ilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daera}h, perseorangan,

kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adal institusi yang

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan One Data One Map yang meliputi
penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan,
pengama}nan, pemutakhiran, berbagi pakai dan pen \ebarluasan serta
pemanfaatan Informasi Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik.

‘ Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata
kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dntuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
daerah iserta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas

pengelolaﬁan Basis Data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. memt‘)erikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian

pemblangunan di Daerah;

b. mewdjudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipert‘langgungjawabkan, serta mudah diakses dan dib?gipakaikan antar
Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan,

pelakéanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;




C.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. jenis da“ta;

b. prinsip Satu Data;

C. penyeler‘lggara Satu Data; dan

d. penyelenggaraan Satu Data.

(1) Jenis Data pada Satu Data terdiri atas:
a.
b.

| 6

men‘dorong keterbukaan dan transparansi Data | sehingga tercipta
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis

padaﬁ Data; dan

mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas|pengelolaan Basis
Datal elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas
dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data

Indo:llesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
{

’ Pasal 3
\

BAB II
JENIS DATA

Pasal 4

Inforimasi Geospasial; dan

Data Statistik.

(2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.
b.

Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
Informasi Geospasial Tematik (IGT).

(3) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.
b.

C.

(1) Satu Data dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
a.
b.

C.

d.

Stati“stik Dasar;
Statistik Sektoral; dan

Statibtik Khusus.

BAB III
PRINSIP SATU DATA KALIMANTAN TIMUR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
Data|yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;

Datal yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah
Interoperabilitas Data; dan
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus . menggunakan Kode
Referensi dan/atau Data Induk.

(2) Prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(5)

(6)

(7)
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Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 6

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.

Standar, Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. konsep;
definisi;
klasifikasi;
uku1‘jan; dan

|
satuan.

o0 T

Konsep }sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang

mendas?ri Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

Definisi febagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan
tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan

cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

Klasiﬁkalsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan

penggolq‘ngan Data secara sistematis ke dalam keloml\l)ok atau kategori

berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Dat'a atau dibakukan
secara luas.

Ukuran ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang
digunakgn dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

Satuan :sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran
tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau

menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Penetapan mengenai Standar Data dilaksanakan dengan berpedoman sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
} Metadata

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.

Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mengiku‘ti :
a. struktur yang baku; dan

b. form%tt yang baku

Strukturi yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merujuk
pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merujuk
pada spésiﬁkasi atau standar teknis dari Metadata.

Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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(1) Data Jang dihasilkan
Interoperabilitas Data.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

oleh Produsen Data harus

(2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaim

ayat ( 1), Data harus:

memenuhi kaidah

lana dimaksud pada

a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian,

dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan

b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

(3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

z

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggun
dan/ at:%lu Data Induk.

Pasal 9

akan Kode Referensi

(2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perl
undangan.

\
{
1

BAB IV
PENYELENGGARA SATU DATA KALIMANTAN

Bagian Kesatu
Umum

J Pasal 10

(1) Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:
a. Pen}bina Data;
b. Wal‘idata;
c. Walidata Pendukung; dan

d. Proc‘iusen Data.

(2) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada
dengan Keputusan Gubernur.

}

l

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 11

raturan perundang-

[TIMUR

ayat (1) ditetapkan

(1) Pembinja Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
mempunyai tugas:

a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan

dan‘1

b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu D

ketffntuan peraturan perundang-undangan.

ata sesuai

0 ayat (1) huruf a
pengumpulan Data;

dengan



z

| _
(2) Pembing Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [yaitu Badan Pusat
Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

|
(3) Pembin“'a Data Geospasial sebagaimana dimaksud p’ada ayat (1) yang
diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah

dalam Jaringan IG Nasional.

' Bagian Ketiga
% Walidata
[
|
|
(1) WalidaT'ta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai
tugas:
a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai
der}lgan prinsip Satu Data Indonesia;
b. mq‘nyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan
Portal Satu Data;
c. membantu Pembina Data dalam membina Produse% Data; dan

Pasal 12

d. mémberikan dukungan dan pendampingan kepada Walidata tingkat
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Satu Data.

(2) Dinas‘; Komunikasi dan Informatika melaksanakan tugas Walidata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata
Pendl“ikung.

|

|

| Bagian Keempat

’ Walidata Pendukung
|
|
|

Pasal 13

(1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf ¢
mempunyai tugas:
a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data ang disampaikan oleh
pjrodusen data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia; dan
b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persEtujuan dari Walidata.

(2) Walihata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Kepljltusan Gubernur.

‘ Bagian Kelima
{ Produsen Data

f Pasal 14

Produséen Data mempunyai tugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data,
Me{:adata, dan Interoperabilitas Data;
b. mehghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
C. me[nyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
\
|
|
|
J
|
|
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Bagian Keenam
Forum Satu Data Kalimantan Timur

Pasal 15

Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan

berkoor‘ inasi melalui Forum Satu Data.

Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.

Forum 1atu Data terdiri atas:

a. Pembina Data;

b. Walidata;

c. Wali‘ ata Pendukung; dan
d. ForLEm Satu Data berkoordinasi dengan Pemda Kabi

Walidata Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilay

nipaten/Kota dalam
ah Daerah.

Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen

Data dan/atau pihak lain yang terkait.

Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dal

Satu Data Kalimantan Timur mengenai:

a.

b. ‘

pem(‘enuhan prinsip Satu Data Indonesia dala
pere‘ncanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan
dan penyebarluasan data;

pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia;

terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data;

termasuk selain pemerintah; dan

f.

penyelenggaraan

Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya,;

penyelenggaraan
data, penyimpanan

penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan berbasis elektornik secara
kerjasama penyelenggaraan Satu Data dengan pihak lain yang terkait,

elesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.

Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua)

kali dalarn setahun dalam rangka melaksanakan tugasn

Dalam k‘lal terdapat permasalahan yang timbul dalam per

khususpya pada saat pengambilan kesepakatan, Kepala

arahan Gubernur.

Pembentukan Forum Satu Data ditetapkan oleh Keputus

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Kalimantan Timur

Pasal 16

a.

temuan koordinasi,
Bappeda meminta

an Gubernur.

Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu

Data tmgkat Daerah.

Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. merr‘lberikan dukungan dan pelayanan teknis| operasional dan
adm‘inistratif kepada Forum Satu Data; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

Sekretat'iat Satu Data berkedudukan di Bappeda.

|

Pembentukan Sekretariat Satu Data ditetapkan aengan Keputusan

\
Gubernur.




Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

a. perencanaan Data;

b. pengumpulan Data;

c. pemeriﬁsaan Data; dan

d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Perencanaan Data terdiri atas:
penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun
penentl‘lan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
penentuan rencana aksi Satu Data di tahun selanjutnya.

a.
b.
c.

(1)

(3)

(4)

()

Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di
dilakukan dengan menghindari duplikasi.

Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di
dilakukan berdasarkan:
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BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA KALIMANTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 19

TIMUR

selanjutnya;

tahun selanjutnya

tahun selanjutnya

a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan
ket;ntuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan

berbasis elektronik;
b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data.

Daftar

Daftar

Daftar
Satu
pemut

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam
perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

akhiran Basis Data Daerah pada tahun selanjutn

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam Forum
Data untuk ditetapkan sebagai rencana ;%mbaruan dan/atau

a.
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| Paragraf 3
! Rencana Aksi Satu Data Kalimantan Timur

\ Pasal 20

(1) Rencan"a program dan kegiatan terkait Satu Data |Kalimantan Timur
dituangkan dalam rencana aksi Satu Data.

(2) Rencarla aksi Satu Data dapat mencakup:
a. pen gembangan sumber daya manusia yang kompeten;

. peniyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kalimantan Timur;
kegiatan terkait pengumpulan Data;
kegiatan terkait pemeriksaan Data;
keéiatan terkait penyimpanan dan penyebarluasan Data;
kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas Basis
Data dari Aplikasi di dalam sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/
atau
g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan

prinsip Satu Data Indonesia.

"o Q0 o

|
(3) Rencajna aksi Satu Data diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data
yang dientrigasikan dengan SPBE Provinsi.

Paragraf 4
Penetapan Daftar Data dan Rencana Aksi
: Satu Data Kalimantan Timur

" Pasal 21

|
(1) Forum Satu Data menentukan daftar Data dan rencana aksi Satu Data paling

lambat pada akhir bulan Desember berkenaan dengﬁn melampirkan berita
acar? yang ditandatangani oleh Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.

(2) Kepa{la Bappeda selaku koordinator Forum Satu Data Kalimantan Timur
menyampaikan daftar Data yang telah ditetapkan dan rencana aksi Satu Data
Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayalt (1) untuk ditetapkan
Gubernur sebagai bagian perjanjian kinerja paling lambat pada bulan Januari
berkenaan.

(3) Daftar Data yang telah ditetapkan Gubernur sebag?imana dimaksud pada
ayat‘; (2) disimpan dalam Basis Data jaringan intra oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika yang terintegrasi dengan SPBE Provinsi.

| Bagian Ketiga
r Pengumpulan Data

“ Pasal 22

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
\ Standar Data;
b Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kalimantan
JTlmur dan
‘\ c.| jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
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(3) Pengumpulan Data dilaksanakan secara elektronik dan non elektronik.

(4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat akhir bulan Nopember tahun berkenaan.

(5) Pengumpulan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 23

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan
prinsip |Satu Data Indonesia oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata
Pendukung.

(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan
prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada
Produsen Data.

(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam 1‘1al Data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan

prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan:
a. pem(beritahuan kepada Bappeda bahwa Produsen Data telah memenuhi
perjanjian kinerja;
b. pen%rimpanan Data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau
pemutakhiran Basis Data; dan

c. penyebarluasan Data.

(5) Pemeriksaan Data dikoordinasikan oleh Walidata.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 24

(1) Penyirrﬂpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan

b. terjaga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat
tertutup dan dikecualikan.

(2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non
elektronik.

(8) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian,
dan pertukaran Data.

(4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

(5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data.




(6) Portal Satu Data menyediakan akses:

(7)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)
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a. Kodq Referensi;
b. Date‘i Induk;
c. Data;
d. Metédata; dan

e. jadvs‘/al rilis dan/ atau pemutakhiran Data.

Portal Satu Data dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

! BAB V
AKSES DATA

Pasal 25

Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.

| |

Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data
tertentu kepada Forum Satu Data.

Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam
Forum ‘Satu Data.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
Koordir}1ator Forum Satu Data kepada Gubernur.

Pemba':casan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:

a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi sat dan Perangkat
Daerah; dan

b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi |atau pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, | pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk

Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

| |

Data yang disebarluaskan dapat diakses melalui Portal Satu Data yang
terintegrasi dengan SPBE Provinsi. {

|
J Pasal 26 J

Instan:si Pusat dan Perangkat Daerah yang mengakse% Data di Portal Satu
Data tidak dipungut biaya.

Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu
Data fidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama,
dan/ atau dokumen surat pernyataan.

Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah
sebag‘Laimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakén sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

J BAB VI
‘ KERJA SAMA

r Pasal 27

|
(1) Koorc‘iinator Forum Satu Data dapat melaksanakan kerja sama dalam

perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta| penyimpanan dan
penyebarluasan Data.




| :
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|
(2) Kerjasaﬁla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
a. Pemprintah Daerah lain;

b. Perguruan Tinggi; dan/atau
c. Lerrfbaga penelitian, masyarakat dan pihak lain.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

sesuai éengan ketentuan peraturan perundang- undangan

| |
| BAB VII
| PENDANAAN

| Pasal 28
‘ .
Pendanaal“l dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
|

1 |
| BAB IX
| KETENTUAN PERALIHAN

! Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokuxpen surat pernyataan
Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau
pemanfaétan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan
Gubernu‘lt ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempuhyai kekuatan hukum
mengikat“ untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

pengundangan Peraturan Gubernur ini. |

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku;

a. kebijékan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Gubernur yang mengatur

mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan
dinye:\takan masih tetap berlaku sepanjang tidak |bertentangan dengan
Peraturan Gubernur ini; dan
b. kebij[akan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Gubernur yang mengatur

mengenai tata kelola dan /atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terhitung
sejalf Peraturan Gubernur ini diundangkan.

|

|



Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd

MUHAMMAD SABANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya



